PEREMPUAN; ANTARA NORMA DAN REALITA by Samad, Duski


























PEREMPUAN; ANTARA NORMA DAN REALITA 
Duski Samad 
Abstract 
Women are the pillar of state. The women have existence in dynamics of the 
community in the world. Throughout human history, women function and 
existence   is not always be well and nice. Sometimes they have unwell 
position, seems at of Roman, Greek, Egyptian history. Some effort provides 
women's rights are done continually, either in the field of legal protection or 
religious, social and cultural. Rule of law, religious, social and cultural 
hardly be effective without any effort and strong will of the policy makers 
and all to make it happen. 
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A. Pendahuluan 
Wacana tentang perempuan sepanjang sejarah ternyata selalu 
hangat dan menjadi sorotan bagi kalangan pegiat kemanusiaan. 
Perempuan adalah pihak yang patut dan harus diberikan perlindungan 
yang memadai. Kodrat perempuan, khususnya dalam hal reproduksi, 
adalah modal utama yang mesti dijaga bagi keberlangsungan 
kehidupan. Tanpa perempuan manusia tentunya akan punah dan dunia 
tak akan ada artinya.  
Kedudukan dan fungsi penting kaum perempuan dalam 
realitasnya belum sepenuhnya dapat dimengerti dan dihargai oleh laki-
laki, seperti ditunjukkan adanya kasus pelecehan, permerkosaan dan 
penjualan perempuan. Peran perempuan di wilayah publik masih saja 
menjadi diskursus yang tidak seikhlasnya diterima masyarakat. 
Kencenderungan menjadikan perempuan pada ranah domestik (rumah 
tangga) saja adalah penanda belum kuatnya apresiasi kaum laki-laki 
pada kesetaraan gender.    
Di zaman pra sejarah dulu, kaum perempuan sering dijadikan 
tumbal, sesajian untuk dewa, ketika alam tidak lagi memberikan 
sesuatu yang menguntungkan, atau ketika alam mendatangkan bahaya 




bagi kelangsungan kehidupan mereka. Pengorbanan  perawan tercantik 
oleh bangsa Mesir, bila sungai Nil tidak lagi mendatangkan manfaat 
bagi masyarakat, adalah contoh ketika peran dan kedudukan 
perempuan mengalami masa suram dan menyeramkan.  
Di era moderen pun perempuan belum sepenuhnya mendapatkan 
posisi yang semestinya. Ini ditunjukkan oleh masih adanya kaum laki-
laki yang tidak menempatkan perempuan pada harkat dan martabat 
sebenarnya. Kasus pelecehan, kekerasan dan pengebirian hak-hak 
politik, sosial dan budaya kaum perempuan adalah indikasi masih 
perlunya perjuangan yang berkelanjutan terhadap hak-hak perempuan.  
Penentu kebijakanpun tidak luput dari kurangnya memberikan 
perhatian pada perempuan dengan beragam alasan. Satu di antara 
alasan pokoknya adalah kurangnya konstribusi yang diberikan oleh 
kaum perempuan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), angka 
melek huruf laki-laki mencapai 95,65 persen. Sedangkan perempuan 
hanya sekitar 90,52 persen. Selain itu, rata-rata lama sekolah laki-laki 
berada pada angka 8,34 tahun, sementara perempuan pada angka 7,5 
tahun. Ketimpangan ini makin tampak bila melihat konstribusi 
perempuan dalam pendapatan nasional. Kontribusi perempuan hanya 
33,5 persen. Sedangkan laki-laki mencapai 66,5 persen. 
  
B. Pembahasan 
1. Perempuan, Hukum dan Politik 
Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, peran kaum 
perempuan sejak awal kemerdekaan dan penyusunan negara sudah 
mendapat kedudukan strategis dan penting. Penegasan tentang 
perlindungan negara terhadap kaum perempuan dimulai dari 
perlindungan perempuan sebagai warga negara, sebagaimana 
tercermin dalam UUD 1945 (amandemen) pada Pasal 28, bahwa 
“setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 
tindak kekerasan dan   diskriminasi”.  
Khusus berkenaan dengan perlindungan dan penghapusan 
diskriminasi terhadap kaum perempuan, dipayungi oleh Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 




Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 
Untuk lebih tegasnya khusus berkenaan dengan perlindungan terhadap 
anak telah pula disahkan Undang-Undang Nonmor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 23 
Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM; 
KUHP dan di beberapa daerah diperkuat lagi oleh Peraturan Daerah 
(Perda). 
Wacana pro kontra tentang peran aktif kaum perempuan di ranah 
publik seharusnya sudah selesai, karena secara tegas dalam Undang-
Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-
Hak Politik Perempuan 1952 (Convention on the political rights of 
women 1952) Pasal 3 menetapkan: “perempuan juga menduduki posisi 
pemerintah dan menerapkan semua fungsi-fungsi pemerintah yang 
ditetapkan oleh hukum nasional, dengan kedudukan yang sama dengan 
laki-laki, tanpa ada diskriminasi.” 
Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban negara memberikan 
perlindungan hak dan penghapusan diskriminasi dijelaskan pada 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 7, bahwa negara-negara 
peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 
menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan 
kehidupan kemasyarakatan negaranya, khusus menjamin bagi wanita 
atas dasar persamaan dengan pria, hak untuk: (a) Memilih dan dipilih, 
(b) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan 
implementasinya, (c) Memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, (d) 
Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah 
yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. 
Sejalan dengan semangat pemberian perlindungan hukum bagi 
kaum perempuan di ranah public, Undang-Undang Nomor 39 Tentang 
Hak-Hak Azazi Manusia Pasal 45 menetapkan bahwa hak perempuan 
adalah hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 46 menetapkan 
keterwakilan perempuan dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, 




pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang 
eksekutif, yudikatif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.  
Pasal 49 menetapkan hak perempuan dalam pekerjaan, jabatan, 
dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-
undangan. Juga hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi 
reproduksi perempuan. Dijelaskan bahwa hak khusus yang melekat 
pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya ini, dijamin 
dan dilindungi oleh hukum. 
Hak perempuan dalam bidang politik diperkuat dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pasal 7 
menetapkan bahwa rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan 
politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender. Pasal 13 ayat (3) menetapkan 
kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara 
demokrasi melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender. Dalam penjelasannya ditegaskan 
bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender dapat 
dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan 
dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan 
Umum Pasal 65 ayat (1) menetapkan bahwa setiap partai politik 
peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan calon Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk setiap Daerah Pemilihan 
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 
30%. Penegasan seperti ini menjadikan kedudukan perempuan sangat 
penting dan strategis.  
2. Perempuan dan Islam 
“Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu, Tuhan yang 
menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Dia juga yang 
menciptakan pasangan hidupmu, Ia juga menyebarluaskan kamu 
dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bertaqwalah kamu 




kepada Allah, dimana kamu nanti akan dimintai pertanggung 
jawaban terhadap perempuan dan kasih sayang yang kamu 
bangun bersamanya, Tuhan selalu mengawasimu”. (QS. al- 
Nisa’ [4];1). 
Dalam sejarah agama-agama, hampir semua agama memberikan 
kedudukan dan tempat amat terhormat bagi kaum perempuan. Di 
lingkungan agama Kristiani, kaum perempuan diposisikan sebagai 
Bunda Maria tempat menitisnya Roh Kudus yang membawa 
keselamatan bagi segenap umat manusia. Dalam ajaran agama Islam, 
kaum perempuan memiliki tempat strategis dalam sistim ajarannya. 
Bila dibaca ayat-ayat al-Qur’an tentang perempuan, maka terlihat 
begitu kuat dan besar Islam menempatkan posisi kaum perempuan.  
Surat keempat dalam al-Qur’an bernama surat al-Nisa’, artinya 
surat yang mengkaji tentang perempuan dengan segala seluk beluknya. 
Ayat pertama surat al-Nisa’ ini dibuka dengan sebuah pandangan 
bahwa kaum laki-laki dan perempuan itu adalah sama saja, mereka 
sesungguhnya adalah berasal dari jiwa yang satu, laki-laki dan 
perempuan itu adalah sumber (keturunan) yang menghuni dunia ini.  
Laki-laki dan perempuan akan menjadi satu bila ada kasih sayang 
yang mengikatnya.  
Ikatan kasih sayang adalah piranti kokoh yang membuat kaum 
laki-laki dan perempuan dapat bersatu dan memberikan peran lebih 
baik bagi kehidupan umat Tuhan ini. Bila kasih sayang sudah dinodai 
maka dipastikan dunia ini akan lengang dan mungkin saja punah. 
Kenapa tidak? Siapa lagi yang menghuni dunia ini jika kaum laki-laki 
mengabaikan perempuan. Akan lebih berbahaya lagi jika semua 
perempuan tidak dapat lagi memerankan kodrat keperempuannya, 
antara lain mengandung, melahirkan, menyusui dan memberikan ASI 
pada anaknya.  
Tak terkecuali juga hak politiknya. Kesamaan posisi dan 
kedudukan kaum laki-laki dan perempuan tidak diragukan termaktub 
dalam al-Qur’an. Perbedaan yang terjadi oleh karena faktor fisiologis, 
psikologis, dan perbedaan lainnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk 
membenarkan adanya perlakuan berbeda terhadap perempuan. 




Perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, etnis, suku bangsa itu 
adalah hal yang alami (nature) yang hendaknya dihargai sedemikian 
rupa. Kalau pun juga ada yang merasa lebih (claim) terhadap 
kelompok atau jenis kelaminnya, maka itu hanya ditolerir pada sisi 
ketaqwaanya. Artinya, keutamaan yang disebabkan sekat-sekat sosial 
tidak boleh dibiarkan ada. Keutamaan antar etnis, golongan dan 
individu hanya ada di depan Sang Pencipta. Firman Allah:  
“Wahai manusia kami (Allah) telah menciptakan kamu dari jenis 
laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, 
itu semua agar sesama kamu terjadi saling mengenal. Orang 
terbaik di antara kamu adalah mereka yang kuat ketaqwaannya, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Pemberi 
Informasi”. (Q.S. al-Hujurat: 13)  
Dalam Hadits juga dicatat peran dan makna kehadiran kaum 
perempuan. Sangat sering disampaikan oleh ulama ketika berceramah 
atau ketika khatib berkhutbah bahwa perempuan itu adalah tiang 
negara. Jika perempuan baik maka baiklah negara, jika perempuan 
rusak maka rusaklah negara. Para ulama juga menyampaikan bahwa 
isteri nabi ”Aisyah” adalah perawi hadis yang cukup banyak dan 
memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan Islam. Dalam sebuah 
riwayat disebutkan bahwa ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, 
Aisyah menjawab yang artinya ”Akhlak beliau adalah Al Qur’an ”. Ini 
bukti menunjukkan betapa Aisyah dijadikan rujukan bagi sahabat. 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan mesti tunduk 
di bawah kepemimpin laki-laki, karena sesuai kodratnya. Karenanya 
laki-laki  memberikan perlindungan terhadap perempuan. Pendapat ini 
bukan berarti perempuan tidak memiliki kedudukan yang kuat, tetapi 
hanyalah soal kodrati yang dianugerahi Allah. Lihat apa yang 
dimaksud Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34,  bahwa laki-laki adalah 
pemimpin/ pelindung atas kaum perempuan dalam kehidupan rumah 
tangga. Ayat ini khusus tentang kehidupan berkeluarga, karena 
peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat ini (asbabun nuzul) 
adalah kasus seorang isteri yang mendapat tamparan fisik oleh 
suaminya. Lalu isterinya itu mengadu kepada Nabi. Mendengar itu, 
Nabi sangat marah atas perlakuan suaminya itu.  




Laki-laki dan perempuan pada dasarnya dituntut untuk bekerja 
keras mendapatkan yang terbaik. Allah tidak menyia-nyiakan amal 
perbuatan hamba-Nya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, 
semua akan menerima balasan sesuai dengan amalannya (Q.S. Ali 
Imran: 195). Di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan. Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai 
hak. Seperti hak mendapat pendidikan, hak mendapat harta warisan, 
termasuk juga hak politik, dan seterusnya. 
Secara teologis (nash agama) diyakini bahwa perempuan 
memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tetapi, para pemikir 
dan ulama Islam berbeda dalam memposisikan perempuan dalam 
politik. Ibnu Taimiyah, pemikir abad pertengahan, membolehkan 
perempuan pada posisi kekuasaan yang diperoleh melalui jalur politik, 
akan tetapi itu hanya sebatas amir (menteri). Alasannya karena 
perempuan sulit diberikan tanggung jawab sebagai orang utama, 
pemutus kebijakan langsung, karena alasan emosionalnya. Sedangkan 
Yusuf Qardawi, pemikir Muslim kontemporer, menyatakan bahwa 
perempuan dapat menduduki posisi puncak (Raja dan Presiden), ia 
beralasan bahwa tidak ada nash yang melarang perempuan menjabat 
kedudukan apa saja di ranah publik.  
Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa perempuan boleh 
berkarir dan berperan dalam dunia politik, selagi aman dan terjaga dari 
pengaruh maksiat. Tidak ada halangan perempuan keluar rumah untuk 
bekerja, temasuk pekerjaan berat, namun perlu disadari bahwa bekerja 
di ranah publik bagi perempuan hanyalah sekunder. Pekerjaan primer 
adalah menyiapkan dan membina generasi yang diproduknya.    
3. Perempuan dan Budaya Minangkabau.  
Dalam kasus peran perempuan Minangkabau, peran sejarah 
mereka secara sadar dan ikhlas menjalani kehidupan budaya 
Minangkabau, dimana mereka diposisikan sebagai bundo kanduang. 
Perempuan yang  memenuhi kriteria adat Minangkabau baik yang 
bermukim di ranah Minang ataupun di rantau telah menjalani fungsi 
sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. 




Perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai  keluarga inti 
dengan peran sebagai isteri dan sekaligus sebagai ibu. Sebagai isteri ia 
harus  hormat, jujur dan  setia kepada  suami. Sedangkan sebagai ibu 
perempuan harus mampu mendidik anak-anak dengan baik, 
mengajarkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, menghormati orang 
yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Di samping itu ia harus 
mampu mengembangkan sikap tolong menolong, dan tenggang rasa. 
Ia juga dituntut bisa menanamkan ajaran agama sedini mungkin, dan 
dalam konteks budaya ia harus mampu mengajarkan adat budaya 
Minangkabau pula sedini mungkin, termasuk cara berpakaian. 
Demnikian pula bisa memperkenalkan anak-anak kapada mamak, etek, 
mak tuo dan anggota kaum lainnya dan membiasakan dengan 
panggilan atau tutur yang sesuai dengan budaya Minangkabau. 
Dalam kaumnya, perempuan Minangkabau tidak hanya 
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tetapi juga kepada 
kaumnya (sanak saudara dan kerabat). Hormat kepada yang lebih tua, 
menyayangi yang lebih muda. Menjaga silaturrahim dangan sanak 
saudara –kunjung mengunjungi-. Peduli dengan kondisi sanak saudara, 
suka menolong dan mau minta tolong. Demikian pula ia harus pandai 
membawakan diri, dapat mengendalikan diri, tidak mudah 
tersinggung, pandai babaso basi, tau jo alua, jo patuik, pandai 
berkata-kata, tau jo kato mandaki, kato manurun, kato mandata, kato 
malereng. Mereka dituntut untuk bisa bertutur kata yang baik.  
Secara budaya, perempuan Minangkabau dapat dikatakan 
sebagai pihak yang menjadi pilar utama politik. Peran perempuan 
sebagai pendidik  terhadap anak, peran perempuan sebagai pemelihara 
harta pusaka tinggi, peran perempuan sebagai bundo kanduang adalah 
bukti keberadaan perempuan dalam sistim budaya masyarakat. Tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa budaya Minangkabau tumbuh dan 
berkembang justru bermula dari tangan perempuan. 
4. Perempuan dan Sosial  
Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan hubungan 
interaktif dalam kehidupan kesehariannya. Hubungan ini tidak terbatas 
hanya di antara sesama tetapi juga merangkum keseluruhan umat 




manusia tanpa memandang agama, jenis kelamin –lelaki dan 
perempuan- dan keturunan. Sebab, jalinan ukhwah  berada di atas 
landasan yang luas dengan berpaduan etika dan moral kemanusiaan 
yang luhur serta hormat-menghormati. 
Hubungan ukhuwah atau silaturrahim berskala besar atau antara 
bangsa dilihat sebagai suatu kerangka hubungan antara sebuah negara 
atau suatu bangsa dengan sebuah negara atau bangsa lain. Sejarah 
peradaban zaman kegemilangan Islam di bawah naungan baginda 
Rasulullah SAW bermula ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah 
meninggalkan tanah Mekah ke Madinah. Pada masa itu, hubungan 
antar bangsa meliputi bukan saja dari aspek ekonomi malah juga aspek 
diplomatik yang menguntungkan. Kerajaan Islam yang berpusat di 
Timur Tengah misalnya, mempunyai kedudukan geografi yang 
strategik telah menjadi tujuan utama perdagangan. 
Secara normatif Islam adalah agama yang ramah terhadap kaum 
perempuan. Dalam realitasnya, kasus penembakan Malala Yosusafzai 
di Pakistan dan pembatasan gerakan Muslimah pasca pemerkosaan di 
India, membuat Islam sebagai agama yang tidak ramah perempuan 
(Harian Umum Republika, Selasa, 15 Januari 2013, hal.12). Tema 
bahwa Islam ramah perempuan terasa mengejutkan batin, ketika 
diperhadapkan dengan realitas perlakuan tidak ramah terhadap 
perempuan yang dipetontonkan oleh sebahagian umat Islam. Kasus 
pelecehan kaum perempuan, pemarginalan perempuan, menempatkan 
perempuan sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus pemerkosaan 
dan perbuatan a moral lainnya, dan perlakuan tidak terpuji lainnya 
yang justru dilakukan atas nama agama. 
C. Penutup 
Dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan, baik secara 
normatif maupun dalam realitas, jika diamati dengan sungguh-
sungguh maka perempuan adalah pionir penting dalam jagad 
kehidupan. Maka, sesuatu yang naif dan sangat merendahkan martabat 
kemanusiaan kita, jika peremehan dan pengabaian hak-hak perempuan 
di ranah publik, hak demokrasi kaum perempuan, hak-hak politik 
perempuan tidak mampu dikikis habis dan dienyahkan, pada tataran 




individu, komunitas dan bangsa.  Kerja keras, kerja cerdas dan kerja 
tuntas adalah cara tepat untuk meminimalisir sikap dan pola pikir picik 
meremehkan hak-hak  perempuan.  
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